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BAB II
[bookmark: _Toc129906228]TINJAUAN PUSTAKA
2.1. [bookmark: _Toc129906229]Landasan Teori 
2.1.1. [bookmark: _Toc129906230]Pengawasan 
2.1.1.1 Defenisi Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan itu penting artinya bagi organisasi baik instansi maupun perusahaan swasta, karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan maka akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Sehingga dengan pelaksanaan pengawasan yang baik diharapkan kinerja pegawai atau karyawan dapat lebih ditingkatkan.
Menurut Handoko (2017, hal. 357) “Pengawasan adalah proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai”. Sedangkan Kadarisman (2014, hal. 129) menyatakan bahwa: Pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Selain itu, Fahmi (2017, hal. 152) menyatakan bahwa : Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Agar pengawasan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang positif, pemimpin suatu organisasi bisa menerapkan beberapa teknik pengawasan. Proses pengawasan dilaksanakan dengan tiga teknik yang dikemukakan oleh Handoko (2016: 359), ada tiga jenis dasar pengawasan kerja, yaitu:
1. Pengawasan pendahuluan
Yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan
Yaitu dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prsedur harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatankegiatan bisa untuk dilanjutkan.


3. Pengawasan umpan balik
Yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.
2.1.1.2 Pentingnya Pengawasan 
Menurut Hasibuan (2013 : 363) ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :
1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan yang baru, adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui adanya fungsi pengawasan manajer mendeteksi adanya perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin besar pula memerlukan pengawasan yang lebih formal dan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer maka mampu mengurangi resiko yang ada. 
3. Kesalahan-kesalahan. Para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, atasan dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahankesalahan sehingga sistem pengawasan memungkinkan atasan mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

2.1.1.3 Metode-Metode Pengawasan 
Untuk melaksanakan pengawasan dapat dilakukan metodemetode pengawasan tertentu agar pengawasan itu sendiri dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sondang P. Siagian (2016:115-116) mengungkapkan bahwa metode-metode pengawasan sebagai berikut : 
1. Pengawasan langsung 
Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan, bisa juga dikatakan bahwa atasan organisasi melakukan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dilakukan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa : inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat dan membuat laporan ditempat. 
2. Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dalam jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa sebagai berikut :
a. Laporan secara lisan 
Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua belah pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan. 
b. Laporan secara tertulis 
Suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaannya yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Laporan tertulis tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya. 
c. Laporan secara khusus 
Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan yang bersifat pengecualian adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawas itu ditujukan pada masalah pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila di terima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2.1.1.4 Fungsi Pengawasan 
Menurut Moekijat (2008 : 134) megungkapkan bahwa fungsi pengawasan adalah sebagai berikut : 
1. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Pengawas paling bawah dapat mengawasi sedikit atau banyak orang bawahan, sebagian besar bergantung kepada jenis pekerjaan untuk mana unitnya bertanggungjawab. 
2. Memberi pelajaran sebagai alat penghubung Suatu kesadaran akan jabatan pengawas dalam struktur organisasi juga penting untuk mengetahui kekuatan-kekuatan 16 yang mempengaruhi kemampuan pengawas untuk berfungsi secara efektif. 
3. Memotivasi dan mengawasi pekerjaan pegawai Fungsi yang paling penting yang dilakukan oleh pengawas adalah fungsi memotivasi dan mengawasi pekerjaan pegawai. Pengawas mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisikondisi dan perangsang-perangsang yang memotivasi pegawai mencapai tujuan-tujun yang ditentukan untuk tujuan mereka dan organisasi. 
4. Mengembangkan peran serta pegawai Peranan pengawasan yang penting lainnya adalah memberi pengalaman kepada pegawai-pegawai, ikut serta dalam pengambilan keputusan. 
5. Memudahkan penyesuaian pegawai Sejak pegawai diterima sampai mereka keluar atau dikeluarkan. Sebahagian besar kehidupan mereka dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur kepegawaian.

2.1.1.5 Ciri-Ciri Pengawasan yang Efektif 
Sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam organisasi sebenarnya dilakukan dalam rangka penyediaan informasi seperti informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi logistik, informasi ketatausahaan, sebagai bahan untuk memperlancar jalannya pengawasan. Penyediaan informasi tidaklah selalu mudah agar benar-benar bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan, informasi tersebut bukan saja harus dapat dipercaya dan dikelola dengan rapi, tetapi sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya artinya informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan pengawasan yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dijalankan. 
Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri-ciri sebagai berikut : (Siagian, 2007 : 130). 
1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. Misalnya dalam suatu organisasi niaga, suatu sistem pengawasan yang diperlukan oleh seorang direktur produksi berbeda dari sistem pengawasan yang diperlukan oleh seorang mandor yang membawahi beberapa orang yang sedang mengaduk semen dalam suatu proyek pembangunan sebuah rumah tempat tinggal. Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang besar tentu memerlukan sistem pengawasan yang berbeda dengan pengawasan yang dilakukan dalam sebuah restoran. 
2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya penyimpangan dari rencana. Pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti ini harus dilakukan sedini mngkin dan informasi tentang hasil deteksi itu harus segera tiba di tangan manajer yang secara fungsional bertanggung jawab agar ia segera mengambil tindakan pencegahan. Keterlambatan menerima informasi tantang hasil deteksi tersebut biasanya berakibat pada terjadinya penyimpangan dan makin lama penyimpangan-penyimpangan itu tidak diketahui oleh manajer, dampaknya yang bersifat negatif pun akan semakin kuat sehingga tindakan perbaikannya pun biasanya menjadi lebih sulit. 
3) Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik strategis tertentu. Seorang manejer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaiknya didelegasikan kepada orang lain. Manajer yang efektif adalah seorang manajer yang yang terlibat langsung di dalam semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan apabila memang keadaan dan sifat tugas itu menuntut harus terlibat secara langsung. Hal ini berarti hanya melakukan kagiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis bagi organisasi ataupun satuan kerja dalam organisasi. Prinsip pengecualian ini berlaku pula dalam melakukan pengawasan. pendapat ini mempunyai tiga implikasi pengawasan sebagai berikut : 
a) Menciptakan suatu mekanisme pengawasan sedemikian rupa sehingga secara otomatis gejala timbulnya penyimpangan dapat terlihat dengan segera. 
b) Para bawahan menerapkan prinsip pengawasan diri sendiri sehingga pengawasan oleh pihak lain, dalam hal ini atasan, dapat dikurangi meskipun tidak mungkin dan tidak boleh dihilangkan sama sekali. 
c) Para manajer memberikan petunjuk pada para bawahan bahwa ia akan menangani sendiri hal-hal yang bersifat strategis oleh manajer. 
4) Objektifitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus terlihat dalam rencana adalah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh pelaksana kegiatan operasional. Standar demikian harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, tetapi juga dalam rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan kuantitatif dan kualitatif dan sedapat mungkin 19 dinyatakan secara tertulis. Kriteria demikian lebih bermakna lagi apabila para pelaksana mengetahui, memahami, dan menerima kriteria itu. Dengan adanya kriteria seperti itu pengawasan dapat diakukan dengan lebih objektif. Kriteria tersebut menjadi lebih penting lagi apabila diingat bahwa para manajer yang bertanggungjawab melakukan pengawasan adalah manusia biasa juga yang sukar melepaskan diri dari subjekvitas. 
5) Keluwesan pengawasan. Keluwesan pengawasan berarti bahwa pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung meskipun organisasi menghadapi perubahan karena timbulnya keadaan yang tidak diduga sebelumnya atau bahkan juga apabila terjadi kegagalan. Apabila ada segi-segi tertentu dari rencana yang mengalami kegagalan atau perubahan, pengawasan harus segera melaporkan kegagalan atau perubahan tersebut. Dengan demikian, penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. 
6) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi, dan jaringan informasi. Kesemuanya ini harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan. Setiap melakukan pengawasan semua pola dasar organisasi harus diperhatikan sehingga dalam melakukan proses pengawasan tidak ada pihak yang merasa dilampaui, baik yang menyangkut pelaksanaannya, temuannya, maupun tindakan perbaikan yang diambil.
7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengawasan sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang tinggi pula. Pihak manajemen pada tingkat yang lebih tinggi, para pemilik modal, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan akan sulit menerima pendapat yang mengatakan bahwa pengawasan harus dilakukan betapapun tingginya biaya yang harus dipikul. Salah satu teknik untuk menghemat biaya pengawasan ialah dengan berpegang pada prinsip pengecualian artinya perhatian utama ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis bagi organisasi sehingga apabila terjadi penyimpangan dari rencana, dampaknya bagi organisasi akan bersifat negatif pula, yang pada gilirannya tentunya berpengaruh pada kemampuan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. 
8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkannya dan alat bantu apa pula yang perlu dikuasai dan dimilikinya. Pemahaman sistem pengawasan harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan, secanggih apapun sistem pengawasan yang digunakan jika semua pihak yang terlibat tidak mengetahuinya maka sistem tersebut tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pengawasan. 
9) Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Pengawasan bukanlah dimaksud untuk mencari-cari siapa yang salah. Pengawasan menonjolkan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menyoroti sistem kerja yang berlaku bagi organisasi. Artinya, yang menjadi sorotan utama adalah usaha mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam organisasi apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan demikian adalah pendekatan yang benar akan tetapi pengawasan tidak hanya terbatas pada hal itu saja karena sesungguhnya baik buruknya suatu sistem kerja sangat tergantung pada manusianya. Pengawasan yang baik harus pula menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. 
10) Pengawasan harus bersifat membimbing. Pengawasan yang bersifat membimbing dan mendidik berarti pengawasan yang tidak berakibat pada kondisi ketika para bawahan selalu diancam dengan hukuman setiap kali dia melakukan kesalahan, oleh sebab itu jika demikian halnya para bawahan tersebut tidak akan berkembang sebab setiap kali bertindak, dia akan selalu dihantui oleh rasa takut. Akibatnya, dia tidak akan berani berprakarsa, takut mengambil keputusan, dan akhirnya kehilangan rasa percaya diri. Jelas kondisi demikian bukan sasaran dan maksud pengawasan. dalam hubungan ini kelemahan dan kesalahan bawahan hanya bisa dikoreksi apabila manajer bersangkutan relatif bebas dari kelemahan dan kesalahan yang sama.

2.1.1.6 Unsur-Unsur Pengawasan 
Menurut Quible (Hafulyon, 2015 : 221) proses pengawasan akan kurang optimal tanpa unsur-unsur berikut : 
1. Faktor yang diawasi Sebelum pengawasan dilakukan stakeholder akan diberikan   pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang akan diawasi. 22 Pengawasan terhadap faktor yang tidak terlalu penting akan mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. 
2. Identifikasi hasil yang diharapkan Parameter yang kurang jelas mengenai hasil yang diinginkan dari pekerjaan yang dilakukan mengakibatkan pengawasan tidak berjalan dengan efektif. 
3. Pengukuran kinerja Dalam pengukuran kinerja hasil aktual harus diukur terlebih dahulu baru kemudian dibandingkan dengan hasil yang diinginkan. Dari sanalah dapat dilihat kinerja bawahan sudah bagus atau belum. 
4. Aplikasi tindakan pembenahan Apabila hasil aktual kurang dari hasil yang diharapkan, tindakan koreksi perlu dilakukan untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi dengan mengimplementasikan halhal yang dianggap perlu.

2.1.1.7 Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan 
Proses pengawasan di manapun juga atau pengawasan yang berobjekan apapun terdiri dari fase sebagai berikut : (Manullang, 2012 : 184) . 
1. Menetapkan alat pengukur (standar) Fase pertama dalam proses pengawasan adalah Mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, harus mempunyai alat pengukur atau standar. Alat penilai atau pengukur yaitu Kuantitas dan kualitas. Alat penilai (standar) itu harus di tetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaanya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat pada baik rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai tersebut diketahui oleh bawahan maka alat penilai harus dikemukakan atau di perjelaskan kepada bawahannya. Ini memang perlu agar bawahan mengetahui apa yang harus dicapai dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu. 
2. Mengadakan penilaian (evaluasi) Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Menilai atau evaluasi adalah membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Pekerjan bawahan dapat diketahui melalui berbagai cara yakni yang pertama laporan tertulis yang disusun bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa dan yang kedua langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya, atau bawahan di panggil untuk memberikan laporan lisan. Atasan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang nyata dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. 
3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) Fase ketiga dalam proses pengawasan adalah Melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis apa penyebab terjadinya penyimpangan. Bila atasan telah mengetahui dengan pasti apa penyebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu tidak serta-merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana. Bila hal ini memang tidak mungkin, maka adanya laporan penyimpangan itu menjadi bahan dalam penyusunan rencana berikutnya.


2.1.1.8 Pendekatan Sistem Pengawasan 
Pendekatan sistem pengawasan merupakan suatu proses terus terang, dalam prakteknya manajer memang menghadapi sejumlah tantangan dalam merancang sistem pengawasan yang memberikan umpan balik yang akurat dengan cara yang tepat waktu dan ekonomis yang dapat diterima oleh semua anggota organisasi. Menurut William H. Newman (Effendi, 2014 : 215) mengemukakan prosedur untuk penetapan sistem pengawasan. 
1. Merumuskan hasil yang diinginkan Manajer harus merumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Di samping itu, hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. 
2. Menetapkan petunjuk (predictors) Hasil tujuan pengawasan sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. 
3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil Penetapan ini untuk hasil akhir adalah bagian penting perancangan proses pengawasan. Sebab tanpa menetapkan standar manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadap penyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpangan besar. 
4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik Komunikasi dianggap baik bila aliran tidak hanya keatas tetapi juga kebawah kepada siapa harus mengambil tindakan koreksi. Di samping itu jaringan ini harus cukup efisien untuk menyediakan informasi balik yang relevan kepada manajer. 
5. Memiliki informasi dan mengambil tindakan koreksi Membandingkan petunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Terlebih dahulu informasi tentang penyimpangan dari standar harus dievaluasi sebelum tindakan koreksi dilakukan.

2.1.1.9 Jenis-Jenis Pengawasan 
Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan sebagai berikut : (Manullang, 2012 : 176) . 
1. Waktu pengawasan Berdasarkan waktu pengawasan yang dilakukan maka macam-macam pengawasan dibedakan atas : 
a. Pengawasan prefentif Pengawsan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari. 
b. Pengawasan repressif Pengawasan repressif adalah pengawasan setelah rencana yang sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 
2. Objek pengawasan Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut : 
a. Produksi Pengawasan ditujukan terhadap kuantitas atau jumlah hasil produksi ataupun terhadap kualitas perusahaan.
b. Keuangan Pengawasan ditujukan untuk mengetahui bidang keuangan seperti pada pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Untuk mengetahui biaya produksi, biaya operasi yang akan digunakan serta mengetahui jumlah kisaran laba atau rugi dari perusahaan. 
c. Waktu Pengawasan yang menentukan, apakah dalam menghasilkan suatu hasil produksi sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. 
d. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual. 
3. Subjek pengawasan Pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Pengawasan intern Pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau petugas yang bersangkuatan. Oleh karena itu, pengawasan ini disebut juga sebagai pengawasan vertikal atau formal disebutkan ia pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwewenang.
b. Pengawasan ekstren Pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis ini lazim juga disebut dengan pengawasan sosial (sosial control) atau pengawasan informal. 
4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta ditangan atasan yang bersangkuatan. Cara untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagai berikut ini: 
a. Peninjauan pribadi Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Kelemahan dari pengawasan ini dapat menimpulkan prasangka buruk terhadap bahwasannya mereka diamati secara keras sedangkan keuntungan dari pengawasan ini dapat membuat kontak langsung antara atasan dan bawahan. 
b. Interview atau lisan Pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan. Pengawasan dengan cara ini dapat mempercepat hubungan pejabat karena adannya kontak wawancara antara mereka. 
c. Laporan tertulis Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Keuntungan dari laporan tertulis dapat diambil manfaatnya dari banyak pihak, yakni oleh atasan guna pengawasan dan pihak lain guna untuk penyusunan rencana berikutnya. Sedangkan kelemahan dari pengawasan ini adalah laporan tertulis dapat pula disusun sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang berlebihan. Sehingga sulit bagi atasan untuk menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa yang berupa pendapat. 
d. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem pengawasan yang dimana pengawasan itu ditujukan kepada hal-hal kekecualian. Jadi, pengawasan dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa istimewa.

2.1.1.10 Tipe-Tipe Pengawasan 
Menurut T. Hani Handoko (dalam Effendi, 2014 : 210) tipetipe pengawasan sebagai berikut: 
1. 	Pengawasan pendahuluan (feed forward control) Pengawasan pendahuluan yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang telah dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 
2. 	Pengawasan secara bersama (concurrent control) Pengawasan secara bersamaan yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 
3.	Pengawasan umpan balik (feed back control) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. 

2.1.1.11 Peranan Pengawasan 
Peranan pengawasan adalah tindakan atau keikutsertaan dalam proses kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan akan tidak berarti apa-apa bila tanpa adanya pengawasan. Menurut Agus Darma (dalam julitriarsa & suprihantoro, 2008 : 37) mengungkapkan bahwa peranan pengawasan diantaranya sebagai berikut : 
1. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahankesalahan yang berarti pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan atau penyelewengan. 
2. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang berarti dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan tersebut. 
3. Untuk menjamin atau mengusahakan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya demi mencapai tujuan. 4. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian karyawannya akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan.


2.1.1.12 Keterkaitan Pengawasan dengan Disiplin Kerja 
Menurut Hasibuan (2013 : 194) Kaitan antara pengawasan dengan dislipin kerja adalah sebagai berikut : 
1. Pengawasan dapat merangsang disiplin kerja pegawai. 
2. Pengawasan pegawai merasa mendapat perhatian , bimbingan, petunjuk dan arahan dari atasan. 
3. Atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan kedisiplinan setiap individu bawahannya untuk memberikan penilaian yang objektif. 
Oleh karena itu dalam sebuah organisasi publik maupun organisasi privat mutlak diperlukan sistem pengawasan yang baik agar tercipta pengawasan internal yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dan mendukung disiplin kerja pegawai. Maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara pengawasan dan disiplin kerja, bahwa pengawasan bertujuan untuk menjadikan sumber daya organisasi memiliki ketaatan dan kepatuhan untuk mengikuti aturan yang menjadi tanggung jawabnya agar pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik.
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2.1.2.1 Defenisi Disiplin Kerja
Disiplin kerja dapat didefenisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturanperaturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankanya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya.
Upaya pengendalian pengawasan disiplin kerja pegawai harus dilakukan terus menerus dan konsisten agar pegawai dapat menerapkan disiplin. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya suatu perusahaan.
Malayu Hasibuan (2016, hal. 193) menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, menurut Sinambela (2018, hal. 335) disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan karyawan menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. 
Menurut Rivai (2010 : 825) disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mantaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa disiplin kerja merupakan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya baik yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efesien. 
Disiplin kerja dapat dikembangkan dengan latihan pengembangan disiplin misalnya dalam bekerja dengan cara menghargai waku, tenaga, biaya dan sebagainya. Menanamkan disiplin kerja, tenaga kerja dapat dikembangkan pula dengan cara kepemimpinan yang dapat menjadi panutan atau teladan bagi para tenaga kerja. Keteladanan para pemimpin perusahaan biasanya dapat membangkitkan disiplin kerja yang kuat bagi tenaga kerja (Ardana, 2012 : 134).
Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi maupun perusahaan.
Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisplinan pegawai pada suatu organisasi, menurut Sinambela (2018 : 355) menyatakan bahwa indikator disiplin kerja adalah sebagai berikut :
1. Kehadiran
2. Ketaatan Pada Peraturan Kerja
3. Ketaatan Pada Standar Kerja
4. Tingkat Kewaspadaan Tinggi
5. Bekerja Etis

Adapun penjelasannya sebagai berikut :


1. Kehadiran
Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja.
2. Ketaatan Pada Peraturan Kerja
Karyawan yang taat pada perarturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan perusahaan.
3. Ketaatan Pada Standar Kerja
Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya.
4. Tingkat Kewaspadaan Tinggi
Karyawan yang memiliki kewaspadaan yang tinggi akan selalu berhati-hati dan penuh perhitungan serta ketelitian dalam bekerja.
5. Bekerja Etis
Beberapa pegawai tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu indisipliner sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud disiplin kerja karyawan.
2.1.2.2 Indikator Disiplin Kerja 
Adapun indikator disiplin kerja menurut Alfred R. Lateiner dalam E-journal: (Permatasari, 2015 : 3) adalah : 
1. Ketepatan waktu Jika karyawan datang ke kantor tepat waktu, pulang kantor tepat waktu, serta karyawan dapat bersikap tertib maka dapat dikatakan karyawan tersebut memiliki disiplin kerja yang baik. 
2. Pemanfaatan sarana Karyawan yang berhati-hati dalam menggunakan peralatan kantor untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat kantor merupakan cerminan karyawan yang memiliki disiplin kerja yang baik. 
3. Tanggung jawab yang tinggi Karyawan yang selalu menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi. 
4. Ketaatan terhadap aturan kantor Karyawan yang memakai seragam sesuai aturan, mengenakan kartu tanda identitas, ijin apabila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan disiplin yang tinggi. 

2.1.2.3 Tujuan Disiplin Kerja 
Secara umum tujuan disiplin kerja adalah untuk kelanjutan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan yang bersangkutan, baik hari ini maupun hari esok. Sedangkan Tujuan disiplin kerja secara khusus pada tenaga kerja adalah sebagai berikut : (Ardana, 2012 : 135). 
a. Agar para tenaga kerja menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah atasan. 
b. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 
d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam perusahaan. 
e. Follow up dari hal-hal tersebut di atas para tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2.2.1.4 Macam-Macam Disiplin Kerja 
Menurut Mangkunegara (201 : 129) Ada 2 bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin kerja preventif dan disiplin kerja korektif. 
1) Disiplin preventif Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturanaturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan . Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakan pegawai berdisiplin diri. 
2) Disiplin korektif Disiplin korektif adalah upaya menggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif ini pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

2.2.1.5 Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 
Sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan atasan organisasi atau Kepala Badan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin yang telah diatur oleh terbagi atas 5 yaitu sebagai berikut : (Mangkunegara, 2016 : 131) . 
1. Pemberikan peringatan Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaraan yang telah dilakukan. Di samping itu perlu surat peringatan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian pegawai. 
2. Pemberian sanksi harus segera Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar pegawai yang bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan. Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Di samping itu, memberikan peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin perusahaan. 
3. Pemberian sanksi harus konsisten Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan 35 menghargai peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin. 
4. Pemberian sanksi harus impersonal Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai, tua muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. 

2.2.1.6 Pendekatan Disiplin Kerja 
Disiplin merupakan tindakan manajemen yang mendorong terciptanya ketaatan pada standar-standar organisasi. Sejumlah ahli menyebutkan dua pendekatan terhadap disiplin kerja pegawai (Marwansyah, 2014 : 410). 
1. Disiplin kerja progresif 
Disiplin kerja progresif merupakan serangkaian tindakan intervensi manajemen yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki perilaku yang salah sebelum diberhentikan. Pendekatan terhadap disiplin ini yang dirancang untuk menjamin dikenakan hukuman minimum yang tepat atas pelanggaran yang terjadi. Pada umumnya, manajeman atau atasan organisasi menerapkan kebijakan disiplin progresif yang berarti bahwa organisasi akan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelanggaran yang berulang kali melakukan kesalahan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi seorang karyawan untuk menjalankan satu tindakan korektif sebelum hukuman yang lebih serius diberlakukan.
2. Disiplin kerja positif 
Disiplin kerja positif merupakan prosedur disiplin yang mendorong karyawan untuk memantau perilaku mereka sendiri dan bertanggangjawab atas tindakan-tindakan mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pendekatan disiplin positif yang didasarkan atas pandangan bahwa hukuman tidak selalu bisa mengubah perilaku, karyawan didorong agar bertanggungjawab untuk memperbaiki sendiri perilaku mereka yang bersalah. 

2.2.1.7 Jenis-Jenis Disiplin Kerja 
Menurut Sastrohadiwiryo, jenis-jenis disiplin kerja ada 2 dalam E-journal: (Yandry Pangapong, 2015 : 3) yaitu : 
1. Self Dicipline Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku. 
2. Command Dicipline Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau ancaman dari orang lain. Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang pertama yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan selalu menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak disebabkan oleh adanya semacam paksaan dari luar.

2.2.1.8 Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 
Menurut Henry Simamora (dalam Sinambela, 2017 : 346) terdapat tujuh prinsip dalam pengelolaan disiplin kerja pegawai sebagai berikut : 
1. 	Prosedur dan kebijakan yang pasti Kewajiban atasan adalah memberikan perhatian serius pada berbagai keluhan pegawai. Hal ini akan mendorong pertumbuhan disiplin kerja pegawai dalam organisasi. Prosedur-prosedur disiplin mulai dari perencanaan, penetapan, sampai dengan penerapannya, mengikuti serangkaian tindakan yang sudah disepakati dari awal sehingga dapat ditegakkan. Oleh karena itu dalam tatanan implementasi seorang atasan harus berpegang teguh pada aturan yang ada dan melaksanakannya dengan konsisten. Sistem disiplin perlu dirancang dengan cermat oleh atasan dengan melibatkan seluruh komponen anggota organisasi. 
2. 	Tanggung jawab kepengawasan Para pengawas biasanya bertanggung jawab untuk memulai tindakan disiplin. Sebagian organisasi bergantung pada saat muncul masalah-masalah. Pengawas biasanya mempunyai otoritas mengeluarkan peringatan-peringatan verbal dan teguran-teguran lisan. Meskipun demikian, apabila dibutuhkan dapat berupa teguran tertulis. Pengawas biasannya mempersiapkan teguran dengan menggonsultasikannya kepada manajemen jenjang berikutnya. 
3. 	Mengomunikasikan berbagai peraturan Para pegawai hendaknya mengetahui peraturan-peraturan perusahaan dan standar, serta konsekuensi pelanggaran terhadapnya. Setiap atasan dan pegawai hendaknya memahami secara penuh kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur disiplin. Para pegawai yang melanggar suatu peraturan atau tidak memenuhi kriteria kinerja hendaknya diberi peluang untuk mengoreksi perilaku mereka. Dalam hal ini, para pegawai mesti mengetahui peraturan-peraturan sebelum bertanggungjawab kepada atasannya. Biasanya, pegawai diberitahu tentang peraturan-praturan perusahaan melalui buku manual perusahaan dan program-program baru orientasi pegawai baru. Untuk pelanggaran pertama pegawai diberikan kesempatan dan diperingatkan secara memadai tentang konsekuensi dari tindakannya, namun tidak dihukum. Pengecualian tentu dilakukan jika kesalahan yang dilakukan telah serius hingga pegawai harus tahu bahwa hal ini merupakan pelanggaran yang dikenakan hukuman, seperti minuman keras (miras) di tempat kerja, mencuri barang perusahaan, dan secara sengaja merusak barang-barang perusahaan. 
4. 	Tanggung jawab pemaparan bukti Individu haruslah dianggap tidak bersalah sampai dengan terbukti bahwa orang tersebut benar-benar bersalah.Perusahaan harus membuktikan bahwa pegawai nyata-nyata telah bersalah sebelum menjatuhkan hukuman. Para manajer hendaknya menggumpulkan sejumlah buktibukti yang meyakinkan untuk menjustifikasi disiplin. Bukti itu hendaknya didokumentasikan secara cermat sehingga sulit untuk dipertentangkan. Para pegawai harus diberikan kesempatan menyangkal bukti tersebut dan memberikan dokumentasi untuk pembelaan diri. 
5. 	Perlakuan yang konsisten Peraturan dan hukuman mestilah dilakukan secara tidak berat sebelah dan tanpa diskriminasi. Pemberlakuan disiplin yang tidak merata, bukan hanya merusak efektifitas dari sistem disiplin, melaikan juga dapat menciptakan perasaan dikalangan pegawai bahwa terdapat favoritisme di satu sisi dan diskriminasi di sisi lain. Konsistensi perlakuan adalah satu prinsip yang paling penting dan yang kerap diabaikan. Manajemen hendaknya tidak menghukum seseorang karena suatu pelanggaran dan tidak meniadakan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pegawai lain. Pada dasarnya, penting bagi pegawai untuk menyakini bahwa disiplin diterapkan secara konsisten, dapat diperkirakan dan tanpa diskriminasi atau favoritisme. Apabila tidak kemungkinan para pegawai akan menantang keputusan-keputusan disiplin. 
6. 	Pertimbangan atas berbagai situasi Kebutuhan akan konsistensi perlakuan tidaklah harus berarti bahwa dua orang yang melakukan pelanggaran yang identik akan selalu mendapatkan hukuman yang sama. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan pelanggaran lainnya mempertimbangkan berbagai faktor. Situasi dalam berbagai kasus patut dipertimbangkan dan juga fakta-fakta yang menggambarkan pelanggaran-pelanggaran. Faktor-kator berikut yang membantu manajemen menganalisis masalah disiplin sebagai berikut : 
a.	Keseriusan permasalahan Seberapa masalahnya, ketidakjujuran biasannya dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dibandingkan pelaporan karena terlambat masuk 20 menit. 
b. 	Lamanya masalah Pelanggaran tidaklah berlangsung dalam kevakuman. Kejadian pertama biasannya dipandang berbeda dibandingkan pelanggaran ketiga dan keempat.
c. Frekuensi dan sifat pelanggaran Manajemen perlu memperhatikan tidak hanya durasi, namun juga pola permasalahan. Pelanggaran yang berulang membutuhkan jenis disiplin yang berbeda dari yang diterapkan atas pelanggaran yang pertama kali terjadi. 
d. 	Faktor-faktor yang meringankan Pegawai yang terlambat masuk karena mengalami kecelakaan lalu lintas ringan tentunya dinilai lebih ringan dari pada pegawai yang terlambat karena bangun kesiangan. 
e.	Kadar sosialisasi Ketegasan dalam disiplin mestilah mencerminkan pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggar perihal standarstandar perilaku yang dapat diterima organisasi. Pegawai yang baru masuk tentu tidak dapat diharapkan memahami semua aturan main perusahaan dibandingkan pegawai yang sudah bekerja selama lima tahun. 
f. 	Riwayat praktek-praktek disiplin pegawai Perlakuan yang adil atas pegawai perlu mempertimbangkan prosedur di dalam unit dimana terjadi pelanggaran, dan tindakan disiplin yang diambil unit-unit lainnya di dalam organisasi.
g.	Dukungan manajemen Apabila para pegawai memutuskan untuk membawa kasus mereka ke jenjang manajemen yang lebih tinggi, apakah manajer yang menjatuhkan disiplin mempunyai bukti yang masuk akal untuk membenarkan tindakannya. Tindakan disiplin tidak akan berhasil dengan baik apabila pelanggar merasa bahwa ia dapat menentang dan berhasil mengesampingkan keputusan manajer.
[bookmark: _GoBack]7. Peraturan dan hukuman yang masuk akal Perusahan bebas membuat peraturan-peraturan apapun, tetapi peraturan itu sepantasnya masuk akal dan normal. Sebagian besar orang bersedia menerima peraturan perusahaan sebagai legitimasi apabila peraturan tersebut berkaitan dengan operas-operasi yang efesien dan aman, serta konsisten dengan konvensi-konvensi yang berlaku ditengah masyarakat. Hukuman-hukuman hendaknya wajar. Artinya hukuman yang sangat keras atas pelanggaran kecil tidak akan dianggap adil oleh pegawai. Peraturan dan hukuman yang tampaknya tidak masuk akal dapat menciptakan sikap negatif terhadap disiplin dan menumbuhkan sikap kooperatif diantara para pegawai.


